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Abstract. The Indonesian government is enthusiastic about continuing the biodiesel program as one of the new
and renewable energy mandatory programs which has proven to be able to provide many benefits ranging from
achieving environmentally friendly energy, saving state foreign exchange, increasing energy security, to
providing jobs; in line with the 7" principle of sustainable development goals (SDGs). In fact, the Indonesian
government has increased the B30 Biodiesel program in 2020 to B35 in 2023. It is supported by the Palm Oil
Plantation Fund Management Agency (BPDPKS), which has the authority to collect CPO export levy funds and
redistribute them to biodiesel producers, so that they can produce biodiesel economically. With this mechanism,
the Biodiesel program can be implemented even though the price of biodiesel is more expensive than fossil fuels,
but does not burden the State Budget (APBN). However, this program is difficult to increase, because the
availability of incentive funds is limited by the amount of CPO exported and the amount of the levy. The
Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) must find a way for the biodiesel energy program to achieve
the 23% energy mix target in 2045, and not rely on export fund levies anymore.

Keywords: biodiesel, biofuel, crude palm oil, new and renewable energy.

Abstrak. Pemerintah Indonesia sedang bersemangat melanjutkan program biodiesel sebagai salah satu
mandatori program energi baru terbarukan yang ternyata mampu memberikan banyak manfaat mulai dari
tercapaianya energi ramah lingkungan, penghematan devisa negara, meningkatkan ketahanan energi, hingga
memberikan lapangan kerja; sejalan dengan upaya mewujudkan prinsip ke-7 tujuan pembangunan
berkelanjutan. Bahkan, Pemerintah Indonesia telah meningkatkan program Biodiesel B30 di tahun 2020 menjadi
B35 di tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Biodiesel ditulang-punggungi oleh Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang berwenang untuk mengumpulkan dana pungutan ekspor CPO dan
mendistribusikannya kembali ke produsen biodiesel, agar dapat memproduksi biodiesel secara ekonomis.
Dengan mekanisme seperti ini, program Biodiesel dapat dilaksanakan walaupun harga biodiesel lebih mahal
dari energi fosil, namun tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, program
ini sulit untuk ditingkatkan, karena ketersediaan dana insentif yang dibatasi oleh jumlah CPO yang diekspor dan
besarnya pungutan. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) harus mencari cara agar program energi
biodiesel dapat mencapai target bauran energi 23% tahun 2045, dan tidak menyandarkan dari pungutan dana
ekspor lagi.

Kata kunci: bahan bakar nabati, biodiesel, energi baru dan terbarukan, minyak olahan kelapa sawit.
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LATAR BELAKANG

Energi biodiesel merupakan salah satu bentuk energi terbarukan dari jenis biofuel yang
dapat digunakan secara luas di Indonesia (Gunawan et al., 2011; Gunawan et al., 2014) atau
yang sering kita kenal sebagai Bio-Solar. Energi ini merupakan hasil campuran antara
minyak solar yang berbahan bakar dari fosil dengan minyak olahan kelapa sawit atau yang
dikenal dengan istilah crude palm oil (CPO). Meskipun saat ini energi tersebut tidak benar-
benar murni 100% yang hanya mengandalkan CPO, namun hingga tahun 2024 komposisi
campuran CPO sudah mencapai sebanyak 35%, sedangkan minyak solar sebanyak 65% yang
kemudian disebut sebagai B35 (CNBC Indonesia, 2023). Hal ini merupakan capaian bagi
Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable
development goals/SDGs), terutama tujuan ke-7 yakni memastikan akses terhadap energi
yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Indonesia
merupakan satu-satunya negara di dunia yang berhasil melakukan campuran bahan bakar

nabati berbasis CPO terbanyak di dunia.

Sebagai satu-satunya negara di dunia yang pertama kali melakukan campuran biodiesel
sebanyak 35% (B35), tentu tidak ada contoh sebelumnya bagi Pemerintah Indonesia untuk
mengadopsi praktik sukses dari negara-negara lain. Bahkan bisa dibilang, Pemerintah
Indonesia melakukan uji coba kebijakan biodiesel dengan berlandaskan pada sumber daya
dan kemampuan lokal untuk mendorong agar program biodiesel bisa digunakan sebagai
bahan bakar alternatif bagi konsumennya (Harahap et al., 2018; Indrawan et al., 2017). Tentu
hal ini memerlukan waktu yang cukup panjang, dimulai sejak tahun 2008 dicanangkan
pertama kali program mandatori B2,5 (campuran CPO sebanyak 2,5% dan minyak solar
sebesar 97,5%), tahun 2010 berhasil ditingkatkan menjadi B7,5, tahun 2014 meningkat
menjadi B10, tahun 2015 menjadi B15, tahun 2018 menjadi B20, tahun 2020 menjadi B30,

hingga per-Agustus 2023 mulai menerapkan kebijakan B35 secara nasional.

Membuat dan menjalankan suatu kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat atau
bahkan bisa dibilang kebijakan yang dipandang berhasil membutuhkan peran serta yang aktif
dari banyak pihak pemangku kepentingan. Meskipun pemerintah merupakan pihak yang
berwenang dalam mengesahkan suatu kebijakan serta menginstrusikan agar kebijakan

tersebut dijalankan, namun dalam membuat suatu kebijakan dan pelaksanaannya pun
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melibatkan pihak-pihak yang berasal dari luar pemerintah (Anderson, 2011). Kasus pada
program energi biodiesel, banyak pihak di luar pemerintah yang turut menyukseskan
berjalannya kebijakan tersebut di Indonesia.

Namun bukan berarti kebijakan tersebut terlaksana tanpa “celah”, karena setiap
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seringkali menimbulkan isu atau persoalan baru yang
perlu diselesaikan di kemudian hari. Dari sudut pandang ekosistem inovasi, keberhasilan
pemerintah dalam menerapkan kebijakan biodiesel harus dilihat secara utuh, tidak hanya dari
sudut pandang satu atau sebagian pihak saja. Menurut Xu et al. (2018), ekosistem inovasi
perlu juga melihat sub-ekosistem sains, teknologi, dan bisnis. Artinya, kebijakan energi

biodiesel bisa dikatakan berhasil seutuhnya jika ada kontribusi ketiganya secara sinergis.

KAJIAN TEORITIS

Keberadaan pemerintah di dalam jejaring ekosistem inovasi energi biodiesel B35 di
Indonesia menjadi perhatian khusus, terlebih lagi dalam mendukung mandatori kebijakan
pemerintah dalam menghasilkan bauran energi tahun 2045 sebesar 23% yang dapat diisi oleh
sumber energi baru terbarukan (EBT). Adanya mandatori bauran energi 23% di tahun 2045
mendorong pemerintah untuk lebih proaktif dalam meningkatkan persentase campuran
biodiesel pada bahan bakar solar yang sampai saat ini masih menjadi beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Indonesia karena masih impor (Paryanto

etal., 2019).

Pemerintah bukan menjadi tokoh utama, melainkan menjadi aktor yang bisa
memainkan peran seimbang dalam mendukung inovasi (Sun et al., 2019). Hal ini kemudian
mengarahkan pada bagaimana proses politik melalui berbagai negosiasi dan bentuk
komunikasi lain yang dilakukan oleh pemerintah dengan aktor-aktor lain seperti industri,
pelaku litbang, dan organisasi lainnya. Praktik ini bukanlah hal mudah mengingat pemerintah
memiliki sumber daya dan otoritas monopoli yang tidak dimiliki oleh aktor lain, terutama
dalam mengerahkan aktor-aktor baik pemerintah dan non pemerintah. Bagaimanapun proses
politik dalam kebijakan inovasi itu ada, karena keputusan akhir dari suatu kebijakan inovasi

ialah politis (Chaminde & Edquist, 2010; Kim et al., 2000).

Untuk mengisi kesenjangan dari isu-isu yang disebutkan di atas, maka suatu tata
kelola jaringan diperlukan untuk memberikan suatu gambaran utuh dari keseluruhan aktor
melalui jejaring yang terbentuk namun tetap representatif dari motif dan kepentingan setiap

aktor yang terlibat di dalamnya. Studi ini menggunakan perspektif network governance yang
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bertujuan untuk menjelaskan jejaring antar aktor di dalam ekosistem inovasi energi biodiesel
termasuk siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana mereka melakukan perannya, interaksi
yang dilakukan, serta posisi dan peran pemerintah dalam membentuk ekosistem inovasi B35

yang saat ini diimplementasikan menjadi B40 dan bahkan B50 di Indonesia.

Membentuk ekosistem inovasi bukanlah hal mudah, karena banyak tantangan yang
harus dihadapi baik dari lingkungan internal maupun eksternal seperti keterbatasan pasar,
kemampuan teknologi, kondisi lain yang berpengaruh di dalam evolusinya (Fukuda, 2019;
Feng et al., 2019; Oh et al., 2016). Keberadaan antar aktor di dalam jejaring yang terjadi
ekosistem inovasi menjadi hal penting, mengingat mereka merepresentasikan motif dan
kepentingannya di dalam satu tujuan bersama untuk saling menyelesaikan berbagai hambatan
di dalam ekosistem inovasi.

Chen & Hung (2016) yang menggunakan perspektif aktor-network menegaskan
bahwasanya studi ekosistem inovasi dengan analisis jejaring dapat menekankan adanya
keterhubungan antar aktor yang sebelumnya terbagi dalam divisi-divisi tertentu yang
kemudian terhubung dalam aktivitas-aktivitas tertentu. Selain itu, jejaring antar aktor
memberikan implikasi pada peran pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan

kebijakan yang mendukung sistem inovasi.

METODE PENELITIAN

Analisis kebijakan biodiesel di Indonesia menjadi relevan dengan konteks ekosistem
inovasi mengingat capaian tersebut dicapai dari peran yang dimainkan oleh setiap aktor
berbeda yang saling berinteraksi membentuk suatu jejaring horisontal, saling terhubung dan
bergantung antar aktor satu dengan yang lain (inter-dependent dan mutually dependent).
Selain itu, keterkaitan antar aktor bukan berarti setiap aktor setara dengan aktor yang lain,
melainkan mereka bisa membentuk jejaring karena ada ikatan-ikatan yang dibuat mereka
bersama (self-regulating) tanpa harus selalu didorong oleh aturan dan mandat dari

pemerintah, dan aturan dari pasar yang kompetitif (Serensen & Torfing, 2007).

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan fokus pada identifikasi dan analisis aktor
serta relasinya dalam pengembangan energi biodiesel di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di
tahun 2023 dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 7
(tujuh) orang narasumber utama baik secara tatap muka langsung (offline) dan diskusi melalui
aplikasi zoom meeting (online). Ketujuh narasumber berasal dari akademisi, pemerintah,

entitas bisnis, dan juga asosiasi yang terlibat aktif dalam produksi energi biodiesel dan
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perumusan kebijakan terkait pemanfaatan energi biodiesel di Indonesia. Analisis dilakukan
dengan menggunakan konsep ekosistem inovasi yang dikembangkan dari Xu et al. (2018)
dan Granstranda & Holgersson (2019) dan pendekatan network governance yang merujuk

pada Rhodes (2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mandatori Pemerintah Indonesia melalui Rencana Umum Energi Nasional (REUN)
yang mengamanatkan adanya target bauran energi di tahun 2045 sebesar 23%, tentunya
memberikan peluang bagi para pelaku energi biofuel nasional untuk terus menggenjot skala
kapasitas produksinya guna memenuhi target pemerintah tersebut. Program B20 telah
berkontribusi sebesar 32,2% dari capaian 9,14% EBT di tahun 2019 (Kementerian ESDM,
2020). Alhasil, kebijakan B30 pun digenjot di awal tahun 2020, dan kemudian menaikkannya
menjadi B35 di tahun 2023. Pemerintah Indonesia juga berambisi untuk manargetkan
penambahan campuran CPO ke dalam minyak solar sebesar 40% (B40) di tahun 2025, dan
bahkan menjadi 50% (B50) atau hingga D100 dalam jangka pendek dan G100 dalam jangka

panjang.

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya
Mineral (ESDM) tentu memiliki alasan yang kuat mengapa peningkatan campuran CPO terus
ditingkatkan hingga ke angka 100%, alias bahan bakar full yang diperoleh dari proses
produksi CPO. Selain terkait alasan energi yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan
(green energy), juga karena adanya penghematan anggaran negara yang bisa mengurangi
subisidi impor pembelian bahan bakar minyak (BBM) khususnya solar. Pemerintah Indonesia
meyakini bahwa program B35 dapat menghemat devisa negara sebesar Rp. 63 triliun (setara
dengan USD 4,3 miliar). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong terwujudnya
prinsip ke-7 SDGs, yang menekankan pada energi ramah lingkungan dan dapat diandalkan
bagi kehidupan masyarakat.

Para pelaku yang terlibat di balik keberhasilan kebijakan biodiesel antara lain dari
akademisi yang diwakili Institut Teknologi Bandung (ITB), Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT), para pelaku industri kelapa sawit dan produsen biodiesel yang tergabung
dalam Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), para pelaku industri kendaraan
bermotor terutama dari pabrikan Jepang yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan

Bermotor Indonesia (GAIKINDO), PERTAMINA, pemerintah yang diwakili oleh
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Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) baik dari Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan (sebelum terbentuk Ditjen EBTKE) hingga Direktorat Jenderal Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) sejak tahun 2010, dan juga Kementerian
Keuangan yang diwakili oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Mereka memiliki dan membawa kepentingan dan motif masing-masing dibalik alasan

keterlibatannya dalam pencapaian mandatori program biodiesel di Indonesia.

Keberhasilan kebijakan biodiesel saat ini juga tidak bisa dikatakan hanya untuk
mendorong tercapainya bauran energi 23% di tahun 2045 ataupun untuk penghematan devisa
negara atas subsidi impor minyak mentah, tetapi juga dikarenakan adanya kepentingan
pemerintah dalam menstabilkan harga CPO domestik yang dihasilkan oleh perusahaan-
perusahaan kelapa sawit dalam negeri. Hal ini dikarenakan jumlah panen kelapa sawit yang
melimpah sejak tahun 2008-an yang menjadikan Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit
terbesar di dunia saat ini, serta adanya pembatasan masuknya CPO Indonesia ke negara-
negara Uni Eropa yang mengakibatkan supplai CPO dalam negeri semakin meningkat.
Dengan mempertimbangkan pemanfaatan CPO sebagai bahan alternatif sejak tahun 2008
melalui B2,5, akhirnya Pemerintah Indonesia pun memutuskan untuk mengkonversi CPO
yang ada saat ini agar digunakan sebagai biodiesel yang diinisiasi melalui pembentukan tim

bahan bakar nabati (BBN) dan juga memfasilitasi pembentukan APROBI.

Setelah melalui lobi dan negoisiasi antara Kementerian ESDM, Kementerian
Keuangan, dan APROBI dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), di tahun 2014
didirikanlah BPDPKS di bawah Kementerian Keuangan yang berperan dalam memberikan
subsidi kepada para perusahaan kelapa sawit yang dapat mengolah CPO menjadi biofuel, atau
bisa langsung kepada perusahaan produksi biofuel tersebut atas selisih harga yang ditetapkan
antara harga CPO dunia (standar harga Singapura) dengan harga beli yang ditetapkan oleh
Kementerian ESDM dan PERTAMINA. Di satu sisi, Pemerintah Indonesia melalui BPDPKS
juga memungut pajak dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit atas produksi CPO dan
aktivitas jual-belinya untuk kemudian dikelola menjadi dana subisidi yang akan diberikan
kepada produsen biofuel. Praktinya, pabrikan biofuel tersebut merupakan anak perusahaan
atau perusahaan yang masih satu induk dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dengan
kata lain, perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut akan menerima kembali
pendapatan yang dikeluarkan sebagai pungutan pemerintah sebagai “bantuan dana subsidi”

atas produksi biofuel yang dijual ke PERTAMINA.
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Keberadaan BPDPKS menjadi sentral dalam menyingkap dibalik keberhasilan
pelaksanaan kebijakan biodiesel di Indonesia, adanya insentif keuangan memberikan angin
segar bagi para pengusaha kelapa sawit (APROBI) untuk berperan serta dalam memproduksi
biofuel dengan mendatangkan mesin dan tenaga ahli biodiesel dari luar negeri, karena tidak
tersedanya mesin produksi biofuel produksi dalam negeri dengan kapasitas di atas 100.000
kilo liter/tahun. Isu tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk teknologi biodiesel masih
belum nampak dalam kebijakan ini. Selain itu, peran GAIKINDO yang mendukung
penggunaan bahan bakar tersebut dengan melakukan modifikasi teknologi mesin kendaraan
baru di pabrikan, sosialisasi kepada konsumen kendaraan terkait penggunaan bahan bakar,
serta penyiapan spareparts untuk kendaraan lama menjadi bagian penting dalam hal ini.
Begitu pula, peran PERTAMINA selain sebagai distributor biosolar, juga sebagai pencampur
(blender) antara minyak solar dengan CPO dengan komposisi yang pas untuk dikonsumsi
oleh kendaraan diesel dan mesin-mesin diesel lainnya. Mungkin saja kebijakan energi
biodiesel dengan mengandalkan BPDPKS dapat dikatakan berhasil untuk periode saat ini,
namun untuk periode selanjutnya, bisa saja kebijakan ini justru menjadi ancaman bagi para

pelaku usaha tersebut dan bagi keseimbangan neraca keuangan negara tentunya.

Rencana Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan program B40 di tahun 2025
bukanlah hanya perhitungan bagaimana campuran antara CPO dan minyak solar dilakukan,
namun juga berapa besaran biaya yang dikeluarkan BPDPKS untuk membiayai selisih antara
CPO dan minyak solar yang saat ini semakin jauh karena dampak turunnya harga minyak
mentah dunia, termasuk juga bagaimana GAIKINDO harus berpacu dengan waktu yang
sangat singkat dalam menyelamatkan pangsa pasar otomotif di Indonesia. Tentunya tidak
hanya upgrading teknologi permesinan saja yang ditingkatkan di dalam pabriknya, namun
menjaga kepercayaan bagi pemilik kendaraan bermotor bermesin diesel saat ini juga menjadi
pekerjaan rumah besar yang harus dikerjakan oleh GAIKINDO. Di satu sisi, keberadaan
akademisi baik dari ITB maupun BPPT dan Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian ESDM (saat ini melebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)
masih diperhitungkan oleh pelaku bisnis seperti APROBI, PERTAMINA, dan GAIKINDO
untuk memberikan pertimbangan dan pembenaran ilmiah jika B40 dan B50 benar-benar

diterapkan di Indonesia.

Interaksi dan relasi antar aktor di dalam ekosistem inovasi energi biodiesel di
Indonesia dapat dilihat dari tiga sub ekosistem inovasi yaitu, ekosistem sains, ekosistem

teknologi, dan ekosistem bisnis. Ketiga hal tersebut terurai menjadi aktor, artifak, kegiatan,
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dan kelembagaan. Untuk ekosistem sains menunjukkan bahwa peran akademisi baik di ITB
dan BRIN sangat mendominasi, namun kurang mampu mempengaruhi lingkungan eksternal

di luar ekosistem sains.

Di ekosistem teknologi, keberadaan APROBI menjadi “intermediary” dari proses
transisi dimana sains pada akhirnya digunakan oleh perusahaan sebagai pengguna akhir.
Dalam hal ini, APROBI tidak bekerja sendiri, melainkan dukungan dari tim akademisi,
industri perkebunan kelapa sawit, dan juga GAIKINDO menjadikan proses komersialisasi
hasil litbang ini cenderung mudah dilakukan. Meskipun demikian, hasil litbang tersebut

masih terbatas dalam penerapan produksi biodieesel skala kecil.

Di ekosistem bisnis, APROBI masih menjadi aktor kunci selain juga GAIKINDO.
Keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit skala besar yang juga memiliki
perusahaan-perusahana biodiesel menjadi pemain utama di dalam ekosistem ini. Pertamina
dan GAIKINDO merupakan partner penting di dalam ekosistem ini. Keberadaan BPDPKS

justru dianggap sebagai “elemen dasar” terciptanya ekosistem bisnis biodiesel di Indonesia.

Posisi dan peran Pemerintah Indonesia dalam menguatkan ekosistem inovasi energi
biodiesel jika dilihat dari perspektif network governance tentu masih sangat didominasi oleh
Kementerian ESDM dan juga Kementerian Keuangan melalui BPDPKS. Peran BRIN,
Kemenperin, Kemendag, BKPM, serta Bappenas tetap dalam “track” program-program
mereka. Artinya, mereka melakukan aktivitas “bisnis as usual” sebagaimana yang dilakukan
terhadap program-program lain, termasuk pada energi dan industri biodiesel. Sementara,
peran Kementerian Pertanian yang sempat bergabung dalam ekosistem sains di biodiesel di
awal tahun 2005-an, namun pada akhirnya juga tidak nampak. Bahkan, Kementerian
Pertanian memiliki unit uji coba dan pabrik biodiesel mini yang menjadi binaan dari

Kementerian Pertanian itu sendiri.

Peran Kementerian ESDM yang cukup dominan dari ekosistem sains, teknologi, dan
bisnis tidak bisa dipungkiri karena Kementerian ESDM memiliki wewenang yang sangat
luas, bahkan bisa dikatakan lengkap mulai dari hulu hingga hilir terkait dengan energi.
Instansi ini memiliki aktivitas bagaimana energi diproduksi, dikelola rantai pasoknya, hingga
bagaimana harga ditetapkan. Dengan kata lain, mereka yang berada di dalam satu instansi
tersebut dapat dengan mudah berkoordinasi satu sama lain tanpa harus melintas ke instansi

kementerian/lembaga lainnya.
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Perlu penguatan ekosistem sains untuk teknologi produksi biodiesel dan produk
biodiesel yang dihasilkan. Hal ini untuk mendorong kemandirian energi dan teknologi
nasional yang mana selama ini perusahaan penghasil biodiesel masih menggunakan teknologi
asing dalam proses produksi biodiesel di Indonesia. Keterlibatan peran dan posisi pemerintah
di dalam ekosistem sains dan teknologi perlu diperkuat kembali dengan memberikan program

prioritas khusus bagi pengembangan iptek biodiesel di Indonesia.

Perlu keterlibatan pemerintah secara pro-aktif, khususnya BRIN, Kemenperin, dan
Bappenas dalam merencanakan penggunana biodiesel dalam jangka waktu minimal 2045
(dalam pemenuhan bauran energi nasional). Selain hal tersebut mendukung program
Kementerian ESDM dalam pemenuhan EBT di Indonesia, juga agar pengembangan teknologi
dan berbagai inovasi di bidang energi biodiesel menjadi selaras dengan tujuan energi
nasional. Dalam hal pemenuhan ekosistem sains, harus ada program yang mendorong kajian
pengembangan perkebunan energi CPO yang masif serta serta memfasilitasi para akademisi
dan pihak terkait untuk mendorong penciptaan inovasi green fuel buatan dalam negeri.
Seiring dengan itu, pemerintah juga perlu merancang kilang green fuel yang dapat mengolah
CPO menjadi biodiesel. Dengan, pemerintah dapat menyediakan bahan bakar hijau yang

murah buat rakyat dan tidak bertumpu pada dana pungutan ekspor (maupun APBN).

Di satu sisi, Kementerian Pertanian harus diberikan ruang, tidak hanya bagaimana
menyiapkan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan bagaimana meningkatkan jumlah dan
kualitas produksinya, tetapi juga sinergi tentang hasil-hasil litbang biodiesel yang dilakukan
oleh BRIN dan potensinya dalam menggerakan ekonomi rakyat berbasis kelapa sawit. BRIN
berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian perlu mendorong
penelitian bibit unggul minyak pongam, minyak nyamplung, minyak kemiri sunan, dan lain
lain, sehingga minyak nabati kita lebih berasal dari banyak tanaman. Hal ini ditujukan untuk

menghindari pembukaan perkebunan kelapa sawit yang lebih meluas lagi.

Program pemerintah yang menghendaki agar biodiesel itu segera direalisasikan
menjadi B40 dan kemudian menjadi B50 dalam waktu dekat juga sebaiknya dapat dievaluasi
kembali, mengingat proses biodiesel yang dari semula 2,5% hingga B35 bukanlah waktu
yang singkat. Justru hal tersebut merupakan proses yang kompleks yang tidak hanya dengan
menambahkan campuran bahan bakar biodiesel (antara biofuel dengan solar), namun juga
proses pemanenan kelapa sawit, shipping hingga bongkar muat CPO di pelabuhan, penentuan
harga subsidi dari BPDPKS, hingga bagaimana GAIKINDO merespon perubahan bahan

bakar tersebut kepada mesin kendaraan yang notabene berdampak pada konsumen paling

139



STRATEGI PENGUATAN KEBIJAKAN ENERGI BIODIESEL DI INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN
PRINSIP KETUJUH SDGS

akhir yaitu Pertamina, industri otomotif, dan konsumen kendaraan dan bahan bakar itu

sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan untuk menjalankan program pencampuran biodiesel dengan mengandalkan
dari pungutan ekpor dan tidak memakai APBN merupakan langkah cerdas dan populis.
Masyarakat dunia dipaksa untuk menyumbang keberlangsungan program biodiesel dengan
membeli CPO yang lebih mahal. Namun sayangnya, program ini sulit untuk dapat
ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, karena jumlah dana dibatasi oleh jumlah CPO yang

diekspor, maupun besarnya pungutan.

Untuk itu, Kementerian ESDM harus mencari alternatif strategi kebijakan lain agar
program energi biodiesel di Indonesia dapat mencapai target bauran energi 23% di tahun
2045 tanpa harus menyandarkan dari pungutan dana ekspor seperti saat ini. Dalam hal ini,
studi menunjukkan bahwa penguatan ekosistem sains diperlukan untuk teknologi produksi
biodiesel dan produk biodiesel yang dihasilkan. Hal ini untuk mendorong kemandirian energi
dan teknologi nasional yang mana selama ini perusahaan penghasil biodiesel masih

menggunakan teknologi asing dalam proses produksi biodiesel di Indonesia.
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